
GI'BERXI'R IYUSA TEUGGARA TIUT'R

PERATURAIT GUBERIYUR IIUSA TENEIG}ARA TIMUR
NOMOR 13 TAt[vN 2lJ14

TENTANG

UANG PERSEDIAAN

DEI{GAJY R.CIIMAT TT'IIAIT YANG UAIIA ESA

GUBERIIUR I{USA TEIT(X}ARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3l ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah mengamanatkan bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pelanggaran
pengguna€rn Uang Persediaan serta penetapan besaran,
tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan
rekening, pembukuan, pelaporan dan
pertanggungiawaban Uang Persediaan diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2Ol Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa
ketentuan batas jumlah SPP-UP ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkzrn
Peraturan Gubernur tentang Ualg Persediaan;

Ueagtaget : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
t64el:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Perahrran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambqhan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589); f,



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75
Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O08 Nomor 149
Seri E Nomor 128);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3O

Tahun 2OL2 terltang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2012 Nomor 030);

6.

ilEIf,UTUSKAN:

MENETAPKAA : PERATURAN GUBERNURTENTANG UANG PERSEDIAAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
' 

|irfi;*;aat aaram tapaiitaJsebagai Bendahara Umum Daerah'

5. Kuasa Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat y.ttt aiu"ti kuasa untut melaksanakan sebagian tugas

BUD.
6.BendaharaPengeluaranPPKDadalahPejabatfungsionalyangditunjuk

untuk menerim", l'"rryi*ptt, menyetorkan dan menatausahakan dan

*.*p"*gg"t g;"*"Uit" 
"ang 

untuk keperluan transaksi PPKD '

7. Bendahara p"ng"rr"lirr-?Juri p"j"u"t fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, *""iti*, 
-- *"-u^y*t*' menatausahakan dan

mempertanggund;f;; '""g "ttok 
keperluan belanja daerah dalam

t"ttgk" pehklanaan APBD pada SKPD'

8. Bendahara Pengeluaran iembantu adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan' membayarkan' menatausahakan

dan mempertanggut'gja*aUkatt- uang untuk keperluan belanja daerah

a"f"* t*'gt" p"l'k""n"a' APBD pada SKPD'

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h yang selanjutnya .disingkat
APBDadalah.".t""t't-tt""^ttg"t't^ftt"'anPemerintahProvinsiyang
disetujui oten oewan pe;'ki6 Rakyat Daerah yang masa berlf dari

tanggal O1 .fanuari sampai dengan 31 Desember tahun berkenu'o' It



10.

11.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perrbal an Anggaran pendapatan
dan belanja Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menarnpung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/ Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA/ DPPA-SKPD,
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat sP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

sPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat sPP-uP adalah dokumen
yang di4jukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang
muf,a ke4a yang bersifat pengisian kembali (reuoluingl yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU ldalah
dokumen yarrg di".lrkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pengganti 

- uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU

adalah dokumen yang diqiukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna membiayai kegiatan SKPD

yang bersifat mendesak dan tidak dapat digu.nakan untuk pembayaran
langsung dan Uang Persediaan.

19. spP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang

diajukan- oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan, Plmlayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar Surat Perintah Kerja atau
perj-anjian Kontrak-Kerja dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima,
p"rl.riuk"n dan waktrr pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

20. Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang
yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak
aaam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan'

21. Surat Perintah Membayar uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
spM-uP adalah surat Perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna

anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan tidak
membebani Kode Rekening.

22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS

adalah Surat Perintah membayar langsung kepada Pihak Ketiga yang

diterbitkan olek Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas

dasar Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kontrak Kerja' ,{,

L2.

13.

t4.

15.

16.

t7.

18.



23. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah Surat Perintah membayar yang diterbitlan oleh
pengguna anggaranf Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani kode
rekening yang dananya digunakan untuk menggantikan Uang Persediaan
yang telah digunakan.

(1)

(2t

UANG S#RBSIDIAAN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 2

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja SKPD yang bersifat

,.uiluing yang diierima Bendahara Pengeluaran untuk membayar
pengetuZ,ran-pJngeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan
'p.rriU.y.."t iaog.uttg (LS) sepanjang dana yang.tersedia dalam DPA'

L*g e..""ai""i p{'digun-akan untuk keperluan membiayai kegiatan

operasional sehari-hari SKPD.

Uang Persediaan diberikan satu kali pada awal tahun anggaran'

Penggunaan Uang Persediaal menjadi tanggung jawab Bendahara

Pengeluaran.

Sisa Uang Persediaan (UP) yang terdapat- pada Bendahara Pengeluaran

Ji".to.t"i ke rekening L"" Ja.t"f, selambat-Iambatnya tanggal 31

Desember.

Pasal 3

Pembayaran dengan Uang Persediaan yang dapat dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran /Bindahara Pengeluaran Pembantu kepada 1

tsatu) Penerimi/ Penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp'

io.ooo.ooo,- (Lima Putuh Juta Rupiah)
paaa setiap akhir hari kerja, uang l'ld y""g berasal .1d. Y*g
ir.^"ai"u"'yang ada pada- kas Bendahara Pengeluaran / Bendahara

Peng.luarat 
" Peirbantu paling banyak sebesar Rp' 15'OOO'OO0'- (Lima

Belas Juta RuPiah).
Uang e"ts.aiaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang/Jasa; dan
c. Belanja Modal'

Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa Bendahara

e.rrt"fr"t* Pembantri, dalam pengajuan Uang Persediaan - 
ke Biro

i<"-,i?tg"" harus melampirkan d'tta' y"t'g. merincikan jumlah yang

aitetotta oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu'

Setiap Bendahara Pengeluaran Pembantu 
. 
mengajukan- Uang. Persediaan

melalui Bendahara iengeluaran apabilq Uang Persediaan telah

dipergunakan dan dipertanggungiawabkan' f,

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

(3)

(6)

(7t



(1)

(2t

(3)

(41

Bagian Kedua
Besaran dan Tata Penggunaan

Pasal 4

Pengguna Anggaran mengajukan Uang Persediaan kepada Biro Keuangan
sebesar kebutuhan operasional SKPD dalam 1 (satu) bulan yang
direncanakan, dibayarkan melalui Uang Persediaan.
Pemberian Uang Persediaan diperhitungkan berdasarkan rencana
pembayaran Ganti Uang yaitu jumlah argga-ran dikurangi LS, dikurangi
tanda * dibagi proyeksi frekuensi jumlah SPJ.
Proyeksi lrekuensi jumlah pengajuan SPJ oleh Bendahara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 12 kali.
Pendekatan penetapan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (21

adalai sebagai berikut :

DPA-BTL - LS - Tanda *

Besaran UP =
t2

(5) Biro Keuangan atas permintaan Pengguna Angga-ran dapat memberikan
persetujuan Uang Persediaan melampaui besaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dengal mempertimbangkan perhitungan kebutuhaa
penggunaan Uang Persediaan dalam 1 (satu) bulan melampaui Uang
Persediaan.

Bagian Ketiga
Pelimpahan Uang Persediaan

Pasal 5

Pelimpahan Uang Persediaan adalah Pemberian uang dari Bendahara
Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Uang
Persediaan atau Ganti Uang Persediaan yang diterima Bendahara
Pengeluaran.
Pelimpahan Uang Persediaan bertujuan untuk memperlancar proses
pelaksanaan kegiatan pada SKPD, karena Bendahara Pengeluaran
Pembantu hanya berwenang mengajukan perrnintaan pembayaran
menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.
Pelimpahan Uang Persediaan harus didasarkan pada perencanaart
internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Anggaral.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan SPP-UP

Pasal 6

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara
pengeluaran menyampaikan kebutuhan Uang Persediaan kepada PPK.

Atas dasar kebutuhan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisiar Uang Persediaan yang
clilengkapi dengaa perhitungan besaran Uang Persediaan sesuai dengan
pengqiuan dari Bendahara Pengeluaran. f,

(1)

(2t

(3)

(1)

(2)



(3) SPP-UP diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada Biro Keuangan paling
lambat 3(tiga) hari kerja setelah diterima.

(1)

(21

(3)

(4)

BAB III
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

Pada awal Tahun Anggaran Bendahara Umum Daerah membuka
Rekening pengeluaran untuk menampung Uang Persediaan sebagai uang
muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari'
Pembukain rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk minampung pagu dana untuk membiayai kegiatan
peinerintah sesuai rencana pengeluaran yang ditetapkan dalam APBD

yang dljabarkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD setiap tahun anggaran',
ifekenlng SKPD yang dibuka oleh Bendahara Umum Daerah akan
dilakuk; penutupan secara serentak pada akhir periode anggaran yaitu
pada 31 Des,ember tahun anggaran berkenaan.
'saldo kas SKPD pada Bank 31 Desember tahun anggaran berkenaan
merupakan sisa Uang Persediaan yang tidak dipertanggungiawabkan dan
disetor ke rekening kas umum daerah Nomor : O01.01'O2' 1O18-7

tanggungiawabnYa.
gen?atlia pad" semua unit kerja melakukan pembukuan atas
pengelolaan uang Daerah berdasarkan standaf Akuntansi Pemerintahan
(sAP).
ielaporan pengelolaan uang dalam rangka pertanggungiawaban
pemirintah ilaeiah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah
dilakukan secara Periodik.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

Uang Persediaan halya digunalan untuk jenis pengeluaran yang tidak
aapit aiUtukan langsung oleh Kepala SKPD kepada Pihak yang

menyediakan barang dan /atau jasa.
pen{gunaan Uang pirsediaan yang menyimpa,g dari ketentuan pada ayat
(1) rnerupakan p.1a.rgg"ra, dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku. f

BAB IV
PEMBUKUAN, PELAPORAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

(U Kepala SKPD bertanggungiawab atas pengelolaan uang yang menjadi

(2)

(3)

(1)

(2)



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan yang
har'lz itctr den.,on natrrnirrlz t6t6 .rdrninistraci l.andal'o-- ,.1---^L

dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada ranggal 30 G*MEA 2Oi4

J 
cueenNun NUSA rENG?RA r,T., /

L "* n""r"u
Diundangkan di Kupang
pada r.anggal 30 e%Anb? 2A\4

I __ ^ - _-9^P{IE"rARrs -DAERAHL PROVritSi - 

WAIRA 

TiMiJR, 

T

V rnersrsrnrs sALEu

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR O43


